LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 6 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENGATURAN MARKA JALAN, RAMBU LALULINTASDAN ALAT
PEMBERI ISYARAT LALULINTASDI JALAN DALAM WILAYAH
KOTA BAU-BAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

Menimbang a. bahwa untuk menjamin keamananytkeda, dan kelancaran
Lalulintas di Jalan diatur ketentuan mengenai mgeian,
rambu Lalulintas dan alat pemberi isyarat lalubnth jalan

dalam Wilayah Kota Bau-Bau.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimpksiad
huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peaataerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 19&Mtey Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Republik Inglane
Nomor 3186);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Laldidtn
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indon€alaun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480);

8.

9.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembamtuk
Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesiauma
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4120);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemkeanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun4 200
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelane
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Pamatur
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahds 20
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 hunfa004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMomo
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmax
4548 );

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Neg@uzbie
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tdmaba
Lembaran Negara Republik Indonesia No#3&9 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2Buiia
1990 tentang Penyelenggaraan Sebagian sabru
Pemerintahan Dibidang Lalulintas dan Angkutan J&lepada
Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat Il (Lembararg&ta
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410 );
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentarajuPan
dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republiloiedia
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Riepub
Indonesia Nomor 3529 );

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesiandio
KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan ;

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesiendo
61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalulintas dnjal

10.Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesiendo

62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalatint



Menetapkan

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU
dan
WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN
MARKA JALAN, RAMBU LALULINTAS DAN ALAT

PEMBERI ISYARAT LALULINTAS DI JALAN DALAM
WILAYAH KOTA BAU-BAU
BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

S o

Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau.
Walikota adalah Walikota Bau-Bau.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kotd3Bau
Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Penigab Kota Bau-Bau.

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipeanullan yang meliputi
peralatan atau benda yang membentuk garis memlggus melintang, garis
serong dan lambang lainnya yang berfungsi untukimg&atkan arus lalulintas
dan membatasi Daerah kepentingan lalulintas.

Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengabu gahan.
Marka melintang adalah tanda tegak lurus terhadaybs jalan.

Marka serong adalah tanda yang membentuk garik wang tidak termasuk
dalam pengertian marka membujur dan marka melintamgk menyatakan
suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakariglulintas Kendaraan.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

(1) Marka jalan,

Marka lambang adalah tanda yang mengandung aentaruntuk menyatakan
peringatan, perintah dan larangan untuk melenglapi menegaskan maksud
yang telah disampaikan oleh rambu atau tandanahslikendaraan.

Rambu-rambu lalulintas dijalan yang selanjutnyzelolig rambu adalah salah
satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang handka, kalimat dan atau
perpaduan diantaranya sebagai larangan, peringah patunjuk bagi pemakai
jalan.

Penempatan rambu adalah kegiatan menentukan dkisil untuk memasang
rambu sebagai suatu hasil rekayasa lalulintas.

Pemasangan rambu adalah kegiatan memasang ramadutifladpenempatan
sebagai hasil rekayasa lalulintas.

Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan unarkatakan peringatan
bahaya atau tempat berbahaya pada jalan didepaakpealan.

Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untukyatekan perbuatan
yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untulyatakan perintah yang
wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

Rambu penunjuk adalah rambu yang digunakan untukyatekan penunjuk
mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempatgakeman, fasilitas dan lain-lain
bagi pemakai jalan.

Papan tambahan adalah papan yang dipasang dibaawh rdmbu yang
memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu

Alat pemberi isyarat lalulintas adalah perangkatralg¢an tehnis yang
menggunakan lampu untuk mengatur lalulintas oramag/adau kendaraan
dipersimpangan pada ruas jalan.

BAB Il

KETENTUAN BERLAKUNYA MARKA JALAN, RAMBU LALULINTAS

DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 2

rambu lalulintas dan alat pemberi iayalalulintas yang
ditempatkan dijalan berlaku pada jalan umum.



(2)
)

(1)

(2)
®3)

Marka jalan, rambu lalulintas dan alat pemberiiiayéalulintas yang dimaksud
bagi lalulintas sesuai dengan arah yang bersangkuta

Ketentuan Wilayah dan atau batas berlakunya ranebagaimana dimaksud
ayat (2) pada pasal ini, sebagai berikut :

a. Rambu yang ditempatkan menghadap kearah jalankbedalam batas
Wilayah 10 (sepuluh) meter kearah kiri dan kanam Id&asi tempat rambu
tersebut ditempatkan dengan papan tambahan ;

b. Rambu yang ditempatkan pada awal bagian jalanakhenintuk sepanjang
jalan tersebut, sampai pada batas rambu berikuhg@a atau pada
persimpangan jalan yang memotong jalan tersebutudtie apabila
ditetapkan lain.

BAB 111

PENYELENGGARAAN MARKA JALAN, RAMBU LALULINTAS
DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALULINTAS

Pasal 3

Rekayasa lalulintas yang dimaksud dalam Peraturaerdd ini meliputi
Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemelimardanalan, rambu dan
alat pemberi isyarat lalulintas.

Pelaksanaan rekayasa sebagaimana dimaksud padélpgsiaksanakan oleh
Dinas Perhubungan .

Rekayasa lalulintas sebagaimana dimaksud dalan(Bydan ayat (2) pasal ini,
dilakukan untuk :

a. Jalan Daerah Dalam Wilayah Kota Bau-Bau ;

b. Jalan Propinsi yang berada dalam Daerah, dengasetpgran Gubernur
Kepala Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

Untuk rekayasa lalulintas jalan Walikota memberika@awenangan kepada Dinas
Perhubungan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 5

(1) Marka jalan sesuai dengan fungsimya dapat dikelaponenjadi

(1) Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan teknispdagawasan atas

penyelenggaraan marka jalan, rambu lalulintas dkt pemberi isyarat
lalulintas.

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayzd<al)ini meliputi :

a. Penentuan persyaratan teknis marka jalan, ramblinkals dan alat pemberi
isyarat lalulintas ;

b. Penentuan petunjuk teknis mencakup pedoman, proskeduatau tata cara
penyelenggaraan marka jalan, rambu lalulintas dah @emberi isyarat
lalulintas ;

c. Pemberian bimbingan teknis dimaksud dalam rangkalingkatan
kemampuan dan ketrampilan teknis pada penyelenggarka jalan, rambu
lalulintas dan alat pemberi isyarat lalulintas.

(3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud patiél ayeeliputi :

a. Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyggexan marka jalan,
rambu lalulintas dan alat pemberi isyarat lalubnta

b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penygéagan marka jalan rambu
lalulintas dan alat pemberi isyarat lalulintas.

BAB IV

PENGATURAN MARKA JALAN, JENIS, WARNA
DAN FUNGSI MARKA JALAN

Bagian Pertama
JenisMarka Jalan
Pasal 6

5 (lima)
jenis :

a. Marka membujur ;

b. Marka melintang ;

c. Marka serong ;

d. Marka lambang ;

e. Marka lainnya.

(2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)esianya berwarna putih.



Bagian Kedua

Marka Membujur

Pasal 7

(1) Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebkgangan bagi kendaraan
melintasi garis tersebut.

(2) Pada bagian ruas jalan tertentu yang menurut geatigan tehnis dan atau
keselamatan lalulintas, dapat digunakan garis ggadg terdiri dari garis utuh
dan garis putus-putus atau garis ganda yang telatirgaris utuh.

(3) Marka membujur berupa garis utuh dipergunakan jugak menandakan garis
tepi jalur lalulintas.

(4) Untuk pengaturan lalulintas dalam keadaan darusat sementara waktu dapat
digunakan alat pemisah lajur yang berfungsi sebagai marka jalan.

Pasal 8

Marka membujur berupa garis putus-putus berfurgjsagai :

a. Mengarahkan lalulintas ;

b. Memperingatkan akan ada pmarka membujur berupsa gtuin didepan ;
c. Pembatas jalur pada jalan dua arah.

Pasal 9

Apabila Marka membujur berupa garis ganda yangrteddri garis utuh dan garis
putus-putus maka :

a. Lalulintas yang berada pada sisi garis putus-pdaat melintasi garis ganda
tersebut;

b. Lalulintas yang berada pada sisi garis utuh dilgraelintasi garis ganda tersebut.
Bagian Ketiga

Marka Melintang

Pasal 10

Marka melintang berupa garis utuh untuk menyatddatas berhenti kendaraan yang
diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalulintasuatambu larangan.

Pasal 11

(1) Marka melintang berupa garis ganda putus-putus ataeksn batas berhenti
kendaraan sewaktu mendahului kendaraan lain, yamgjilbkan oleh rambu
larangan;

(2) Marka melintang apabila tidak dilengkapi denganbarfarangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus didahwagdn marka lambang berupa
segitiga yang salah satu alasnya sejajar dengatamelintang tersebut.

Bagian Keempat
Marka Serong

Pasal 12

(1) Marka serong berupa garis utuh dilarang dilintasidaraan.

(2) Marka serong untuk menyatakan pemberitahuan awaal @thir pemisah jalan
pengarah lalulintas.

(3) Marka serong dibatasi dengan rangka, digunakarkumé&nyatakan :
a. Daerah yang tidak boleh dimasuki oleh kendaraan ;
b. Pemberitahuan awal sudah mendekat pusat lalulintas.

(4) Marka serong yang dibatasi dengan garis putus-puligsinakan untuk
menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daers¢bteé sampai mendapat
kepastian selamat.

Pasal 13
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Padaerbturan Daerah ini, tidak
berlaku bagi petugas yang sedang mengatur lalslidean petugas tertentu sesuai
dengan wewenang yang dimiliki.

Bagian Kelima
Marka Lambang

Pasal 14
Marka lambang panah, segitiga atau tulisan, digamakntuk mengulangi maksud
rambu-rambu lalulintas atau untuk memberitahukamasai jalan yang tidak
dinyatakan dengan rambu lalulintas.

Pasal 15
(1) Daerah tepi jalan dengan marka berupa garis bethkwberwarna kuning pada
sisi jalur lalulintas menyatakan dilarang parkidagalan tersebut.
(2) Marka berupa garis utuh berwarna kuning pada bingkan, menyatakan
dilarang berhenti pada daerah tersebut.



(3) Marka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapantdigengan marka
membujur berupa garis putus-putus berwarna kurilngrdepi jalur lalulintas.

Bagian Keenam
MarkaLainnya
Pasal 16
Marka untuk penyeberangan pejalan kaki dinyataleagan :
a. Zebra Cross yaitu berupa garis utuh, yang membigrsysun melintang jalur
lalulintas ;
b. Marka berupa 2 (dua) garis utuh melintang jalusliatas.

Pasal 17

Untuk menyatakan tempat penyeberangan sepeda #eyu@gdua) garis putus-putus
berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat.

Pasal 18

(1) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna kunipgrglinakan untuk
pemisah jalur lalulintas

(2) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna metammhitkan pada garis
batas disisi jalan

(3) Paku jalan dengan pemantul berwarna putih diterapatlada garis batas kanan
jalan.

Pasal 19

Penempatan, jenis dan bentuk marka jalan sebagaimiamaksud pada peraturan
daerah ini, tercantum dalam lampiran 1 yang meraipabagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V
PENGATURAN RAMBU LALULINTASDI JALAN
Bagian pertama
JENIS DAN FUNGSI RAMBU
Paragraf Pertama

Jenis Rambu

Pasal 20

Rambu sesuai dengan fungsinya dapat dikelompokleamnaadi 4 (empat)
jenis :

a. Rambu peringatan;

b. Rambu Larangan;

c. Rambu Perintah; dan
d.

Rambu Petunjuk.
Pasal 21

(1) Rambu peringatan digunakan untuk memberi pering&imungkinan ada
bahaya atau tempat berbahaya dibagian jalan didgpan

(2) Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya jaaak tertentu sebelum
tempat berbahaya dengan memperhatikan kondi¢inkals, cuaca dan keadaan
jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, genspgbermukaan jalan dan
kecepatan rencana jalan.

(3) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan paparatzanb
(4) Jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan hmeyaadapat dinyatakan
dengan papan tambahan apabila, jarak antara raarbpetmulaan bagian jalan

yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga olelakanmlan dan tidak sesuai
dengan keadaan biasa.

(5) Rambu peringatan dapat diulangi dengan ketentuak gntara rambu dengan
awal bagian jalan yang berbahaya dinyatakan dengapan tambahan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

(6) Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning delagabing atau tulisan
berwarna hitam.

Pasal 22

(1) Bentuk rambu peringatan adalah bujur sangkar s@baga tercantum dalam
lampiran 1l tabel 1 No. 1a sampai dengan No. 1h dEn2a sampai dengan
No0.23 Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk rambu peringatan adalah empat persegi pasj@bagaimana tercantum
dalam lampiran Il tabel | No. 1 1, 1 j, 24 a, 2424, ¢ dan No. 25 Peraturan
Daerah ini.

(3) Semua rambu peringatan titik sudutnya dibulatkan.

(4) Ukuran rambu peringatan sebagaimana tercantum diamiran Il tabel I
Peraturan Daerah ini.

Pasal 23



(1)
(2)
@)
(4)
(5)

(6)

(1)
(2)

)
(4)

(5)
(6)
(7)

(1)
(2)
@)
(4)

Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbugtarg dilarang
dilakukan oleh pemakai jalan.

Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin defigatatangan dimulai.
Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tanbah

Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada penalea dapat ditempatkan
rambu petunjuk lain pada jarak yang layak sebeltiknidarangan dimulai.
Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lagnia@au tulisannya
berwarna hitam atau merah.

Bentuk, lambang, warna dan arti rambu larangangseiveana tercantum dalam
lampiran lll tabel | Peraturan Daerah ini.

Pasal 24
Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perigtaty wajib dilakukan
oleh pemakai jalan.
Rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkingen titik kewajiban
dimulai.
Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tasnbah
Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada penjaleai dapat ditempatkan
rambu petunjuk lain pada jarak yang layak sebeltiknkiewajiban dimulai.
Warna dasar rambu perintah berwarna biru, dengarbdag atau tulisan
berwarna putih serta merah untuk garis serong sebatgs akhir perintah.
Bentuk, lambang, warna dan arti rambu perintah gabsna tercantum dalam
lampiran IV tabel | Peraturan Daerah ini.
Ukuran rambu perintah sebagaimana tercantum dalampitan IV tabel I
Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petumhkgenai jurusan, jalan,
situasi, kota tempat, pengaturan fasilitas, darliEin bagi pemakai jalan.

Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehinggapunyai daya guna
sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaadaa&ondisi lalulintas.
Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan taambakbau dicantumkan
pada rambu itu sendiri.

Rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuak gnéara rambu dan obyek
yang dinyatakan pada rambu tersebut dapat dinyatddsagan papan tambahan.

()

(6)

(7)

(8)
9)

(1)

(2)
)

(1)
(2)
)

Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitasnurbatas wilayah suatu
daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata ®empat khusus dinyatakan
dengan warna dasar khusus.

Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuksan dan rambu
penegasan jurusan yang menyatakan petunjuk arak on@ncapai tujuan antara
lain kota, daerah / wilayah serta rambu yang mexkgat nama jalan dinyatakan
dengan warna dasar hijau dengan lambang ataurtwligena putih.

Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan obye#&tavdinyatakan dengan
warna dasar coklat dengan lambang dan atau twiiaama putih.

Bentuk, lambang, warna dan arti rambu petunjuk g&ibzana tercantum dalam
lampiran IV tabel | Peraturan Daerah ini.

Ukuran rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalampltan V tabel I
Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedua

Papan Tambahan

Pasal 26
Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangam diperlukan untuk
menyatakan hanya berlaku pada waktu-waktu tertgartak dan jenis kendaraan
tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil pparen dan rekayasa
lalulintas.
Papan tambahan menggunakan warna dasar putih déuligem dan bingkai
warna hitam.
Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu kgterarang tidak berkaitan
dengan rambunya sendiri.

Paragraf Ketiga
Rambu Sementara
Pasal 27
Rambu sementara adalah rambu lalulintas yang tigasang secara tetap dan
digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu.
Ketentuan mengenai bentuk lambang, warna dan artibu sebagaimana
dimaksud dalam peraturan daerah ini berlaku pulakurambu sementara.
Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapztdidalam bentuk
"portable” dan atau "variabel”.

Paragraf Keempat



(1)
(2)
@)

(1)

(2)

@)

(1)

(2)

)

(1)

Rambu Berupa Kata-K ata

Pasal 28
Larangan dan perintah yang tidak dapat dinyatakamgah lambang dapat
dinyatakan dengan kata-kata.
Rambu dengan menggunakan kata-kata harus mudatadbegkat dan mudah
dimengerti.
Untuk daerah-daerah tertentu bila perlu dapat memagjcan dua
bahasa Indonesia dan bahasa asing di bawah.

bahasa :

Bagian Kedua
PENEMPATAN RAMBU
Paragraf Pertama

Jarak Penempatan Rambu

Pasal 29

Rambu ditempatkan disebelah kiri menurut arahilgs, di luar jarak tertentu
dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur laltd& kendaraan dan tidak
merintangi lalulintas kendaraan atau pejalan kaki.
Penempatan rambu sebagaimana dimaksud pada ayau@ah dilihat dengan
jelas oleh pemakai jalan.
Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkansilodan kondisi
lalulintas, rambu dapat ditempatkan disebelah katan diatas daerah manfaat
jalan.

Pasal 30
Jarak penempatan antara rambu yang terdekat ddyagpan tepi paling luar
bahu jalan atau jalur lalulintas kendaraan mini@&0 meter.
Penempatan rambu disebelah kanan jalan atau diaégaah manfaat jalan harus
mempertimbangkan faktor-faktor antara lain geograjeometris jalan, kondisi
lalulintas, jarak pandang dan kecepatan rencana.
Rambu yang dipasang pemisah jalan (median) ditdk@apapada jarak 0,30
meter dari bagian tepi paling luar pemisah jalan.

Paragraf Kedua
Ketinggian Penempatan Rambu

Pasal 31

Penempatan ketinggian rambu pada sisi jalan mininfiyi#dd meter dan
maximum 2,65 meter diukur dari permukaan jalan santdengan sisi daun

(2)

)

(1)

(2)

®3)

(4)

rambu bagian bawah, atau papan tambahan bagianhpapabila rambu
dilengkapi dengan papan tambahan.

Ketinggian penempatan rambu dilokasi fasilitas lpgjakaki minimum 2,00
meter dan maximum 2,65 meter diukur dari permukiasilitas pejalan kaki
sampai dengan sisi daun rambu, apabila rambu diggmgdengan papan
tambahan.

Ketinggian penempatan rambu diatas daerah mariaat minimum 5,00 meter
diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daontbu bagian bawabh.

Paragraf Ketiga

Penempatan Rambu Peringatan

Pasal 32

Rambu peringatan sebagaimana tercantum dalam Empiperaturan daerah
ini ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat béaian jalan yang berbahaya
dengan jarak minimum 50 (lima puluh) meter, untalap dengan kecepatan
rencana lebih dari 60 (enam puluh) km per jam ktaang.

Apabila diperlukan penegasan atau pengulangan,ugmelingatan dilengkapi
dengan papan tambahan, kecuali rambu peringataengdeah tikungan ke
kanan dan Pengarah tikungan ke Kiri”.

Rambu ” Pengarah tikungan ke kanan dan Pengakammgtn ke Kiri”
ditempatkan pada sisi sebelah luar bahu jalanlatalintas, dimulai pada awal
tikungan sampai dengan akhir tikungan, jarak antara masing-masing
rambu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk rambu peringatan “"Persilangan datar dengantadan jarak”,
penempatannya diukur dari perlintasan yang terdekaia dapat dilengkapi
dengan rambu peringatan berupa rambu tambahanmangatakan jarak 450
meter, rambu tambahan menyatakan yang jarak 30€r mah rambu tambahan
yang menyatakan 150 meter.

Paragraf Keempat
Penempatan Rambu L arangan



(1)

(2)

3)

(4)

(1)
(2)
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(5)

Pasal 33

Rambu larangan sebagaimana tercantum dalam lamipir®eraturan Daerah
ini ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagitem jaimulainya rambu
larangan.

Rambu larangan "Larangan berhenti dan Laranganrpadmpai dengan jarak
10 (sepuluh) meter dari tempat pemasangan rambuwrotearah lalulintas,
kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahanmgdéan pada sisi jalan
awal, bagian jalan dimulainya rambu larangan.

Rambu larangan "Batas akhir kecepatan maximum 4@é&mnjam” batas akhir

larangan mendahului kendaraan lain dan batas akimua larangan setempat
terhadap kendaraan bergerak, ditempatkan padgatasi pada akhir bagian

jalan.

Rambu larangan "Berhenti dan Larangan parkir’ yahggmpatkan secara
berulang dengan jarak lebih dari 10 (sepuluh) meéiengkapi dengan papan
tambahan yang menyatakan jarak tertentu.

Paragraf Kelima

Penempatan Rambu Perintah

Pasal 34

Rambu perintah sebagaimana tercantum dalam lamiMrBeraturan Daerah ini
ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian gifanlainya perintah;

Rambu perintah "Wajib untuk pejalan kaki” ditempatksedekat mungkin pada
awal bagian jalan dimulainya perintah.

Rambu perintah "Wajib mengikuti arah kekiri dan Wamengikuti arah
kekanan” ditempatkan pada sisi seberang jalanagaii lalulintas.

Rambu perintah "Wajib mengikuti arah yang ditunjiajib berjalan lurus

kedepan, Wajib mengikuti arah yang ditentukan phdadaran dan wajib

mengikuti salah satu arah yang ditunjuk”, diterkpatpada sisi jalan sesuai
perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.

Rambu perintah "Lajur atau bagian jalan yang wajilewati dan  wajib
melewati salah satu lajur yang ditunjuk” ditempatldisisi jalan pada bagian
awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.

(6)

(1)

@)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

Rambu perintah "batas akhir kecepatan minimum yadigvajibkan”,
ditempatkan disisi jalan pada awal berlakunya rapdrintah.

Paragraf Keenam

Penempatan Rambu Petunjuk

Pasal 35

Rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam lamyiR@raturan Daerah ini
ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan, atataslidaerah manfaat jalan,
sebelum tempat atau lokasi yang ditunjuk.

Rambu pendahulu petunjuk jurusan ditempatkan seédekagkin pada lokasi
yang ditunjuk dengan jarak maximum 50 (lima pulor@ter.

Rambu petunjuk jurusan dan penegasan ditempatkbeluse lokasi yang
ditunjuk dan jarak menuju lokasi dinyatakan dalamlu tersebut.

Rambu petunjuk masuk batas wilayah kota, penyelrangang, petunjuk lain-
lain: arah kanan, arah kiri, arah lurus, tempat lpenmentian bus, tempat
pemberhentian kendaraan dengan lintasan tetamjpletprioritas dan petunjuk
parkir, ditempatkan pada awal petunjuk tersebuuthm

Rambu petunjuk keluar batas wilayah kota dan diur bus ditempatkan pada
bagian jalan dan pada akhir berlakunya rambu yangpingkutan.

Rambu petunjuk berbalik arah, rambu awal lajur Ipesunjuk fasilitas (telpon,
pompa bahan bakar, rumah makan, rumah sakit, bedgkeyang sejenisnya),
ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk dan untukigek sebelum lokasi yang
ditunjuk tersebut, dapat dipasang rambu yang sataagitapi dengan papan
tambahan yang menyatakan jarak.

Rambu petunjuk jalan buntu ditempatkan pada awgibbgalan.

Rambu petunjuk tempat pemberhentian bus yang didigdengan papan
tambahan dengan tulisan "Terminal’, dapat digunagabagai petunjuk awal
lokasi terminal.

Paragraf Ketujuh

Penempatan Papan Tambahan
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Pasal 36

Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5(limayoeter sampai dengan 10
(sepuluh) centimeter dari sisi terbawah daun rangdamgan ketentuan lebar
papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisidaun rambu.

Ukuran perbandingan papan tambahan antara pangantéedar adalah 1 (satu)
berbanding 2 (dua).

Pesan yang termuat dalam papan tambahan harutabklsisus, singkat, jelas
dan mudah serta cepat dimengerti oleh pemakai.jalan

Paragraf Kedelapan

Penempatan Rambu Sementara
Pasal 37

Rambu sementara dapat ditempatkan pada bagian gatsium, dan sesudah
lokasi ditempat keadaan darurat atau kegiatanntertdengan menggunakan
rambu yang dapat dipindah-pindah dan atau isi pgsatgapat diubah-ubah.

Rambu sementara yang ditempatkan pada lokasi setmgapada
(1), berupa rambu perintah dan atau rambu larangan

ayat

Rambu sementara yang ditempatkan sesudah |okasnyata&an akhir

berlakunya rambu tersebut.
Rambu sementara dapat dilengkapi dengan papanhambasuai kebutuhan.

Par agraf Kesembilan

Penempatan Rambu Y ang Ber pasangan
Pasal 38

Rambu larangan "berjalan terus, wajib berhenti aessebelum bagian jalan
tertentu, dan meneruskan perjalanan, setelah mehdam kendaraan yang
datang dari arah depan secara bersamaan, penenmyaatearus disertai dengan
rambu petunjuk, mendapat prioritas lalulintas daah depan”.

Rambu perintah ” kecepatan minimum yang diwajibkharus diakhiri dengan
rambu perintah "batas akhir kecepatan minimum ydingjibkan.

(3) Rambu larangan "mendahului dan larangan, kecepagadaraan lebih dari 40
km perjam, penempatannya harus diakhiri denganndgara , batas akhir
kecepatan maksimum 40 km perjam dan batas akhandan mendahului
kendaraan lain”.

Paragraf Kesepuluh

Penempatan Papan Nama Jalan

Pasal 39
(1) Papan nama jalan ditempatkan pada awal sisi rl&as ja
(2) Untuk menyatakan nama jalan dipersimpangan tige, Ti, papan nama jalan
ditempatkan diseberang jalan menghadap arus ledaloatang.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 40
Alat pemberi isyarat lalulintas diletakkan diat@smpukaan jalan dan atau di sisi jalan
dilengkapi dengan tiang besi dan lampu.

Pasal 41
Alat pemberi isyarat lalulintas sebagaimana dimdldalam pasal 40 meliputi :
a. Lampu tiga warna;
b. Lampu dua warna;
c. Lampu satu warna.

Pasal 42

(1) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Padalirif a terdiri warna
merah, kuning, dan warna hijau.

(2) Lampu tiga warna dipasang dalam posisi vertikalliznizontal.

(3) Apabila dipasang secara vertikal, menurut lampu dtas kebawah dengan
urutan warna merah, kuning dan hijau.

(4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan langpukii kekanan menurut
arah arus lalulintas dengan urutan warna merahnguhijau.

Pasal 43



(1) Lampu duawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasdiutaf b terdiri dari
warna merah dan hijau.

(2) Lampu dua warna dipasang dalam posisi vertikalhaaizontal.

(3) Apabila dipasang secara vertikal, menurut lampu d&s ke bawah dengan
urutan warna merabh, hijau.

(4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan langpukiti kekanan menurut
arah arus lalulintas dengan urutan merah, hijau.

Pasal 44
Lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Padalrd b dapat dilengkapi
dengan lampu warna merah dan atau hijau yang memkamccahaya berupa tanda
panah.

Pasal 45

(1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pashuraif ¢ berwarna
kuning atau merah.
(2) Lampu satu warna dipasang dalam posisi vertikalhdaizontal.

Fungs Alat Pemberi Isyarat Lalulintas
Pasal 46

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pashuduf a menyala secara
bergantian dan tidak berkedip dengan urutan selbagdut :

a. Lampu warna hijau menyala setelah warna merah pad@ngisyaratkan
kendaraan harus berjalan ;

b. Lampu warna kuning menyala setelah lampu warnai lgggdam mengisyaratkan
kendaraan yang belum sampai pada batas berheuntisateelum alat pemberi
isyarat lalulintas, bersiap untuk berhenti dan b&gnhdaraan yang sudah
sedemikian dekat dengan batas berhenti sehinggladabat berhenti lagi dengan
aman dapat berjalan ;

c. Lampu warna merah menyala setelah lampu kuning npadeengisyaratkan
kendaraan harus berhenti, sebelum alat pemberaisignnya menyala.

Pasal 47

(1)

(@)

(1)

(2)

(1)

(@)

Apabila lampu warna hijau yang memancarkan cahagapa tanda panah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menyalantakilyang akan menuju
kearah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebutishHzarjalan.

Apabila lampu warna merah memancarkan cahaya betapda panah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menyalantakilyang akan menuju
kearah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebutshaerhenti.

Pasal 48

Apabila lampu tiga warna mengalami kerusakan sefaittiglak berfungsi, secara
otomatis lampu warna kuning menyala berkedip yarengisyaratkan agar
pemakai jalan berhati-hati.

Dalam keadaan tertentu, dengan mempertimbangkarandalan dan
keselamatan lalulintas, fungsi lampu tiga warnaatlapganti dengan lampu
warna kuning yang menyala berkedip.

Pasal 49

Lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasaud b menyala
secara bergantian yang berfungsi :

a. Mengatur lalulintas pada tempat penyeberangangrealki ;

b. Mengatur lalulintas kendaraan pada jalan tol awmphat-tempat tertentu
lainnya.

Lampu dua warna yang berfungsi mengatur lalulinfpada tempat
penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayatufl gnwdapat dilengkapi
dengan syarat suara harus memiliki simbol :

a. Berbentuk orang berdiri untuk lampu berwarna meaig apabila menyala
mengisyaratkan agar pejalan kaki dilarang memgaliki lalulintas ;

b. Berbentuk orang berjalan, untuk lampu yang berwdnjeu yang apabila
menyala mengisyaratkan pejalan kaki dapat menyegera

c. Apabila lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksilahdhuruf b menyala
berkedip, mengisyaratkan pejalan kaki yang berdgdud lalulintas harus
segera mendekati seberang jalan, dan pejalanykakj belum berada pada
jalur lalulintas dilarang memasuki jalur lalulintas



Pasal 50

(1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Phdalrdf c terdiri dari
satu lampu yang berkedip atau dua lampu yang mesgaiara bergantian;

(2) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada aygari) berwarna kuning
dipasang pada jalur lalulintas mengisyaratkan peigie harus hati-hati.
Bentuk dan Ukuran
Pasal 51

Alat pemberi isyarat dalam bentuk lampu sebagainthmaksud dalam Pasal 42,
berbentuk bulat dan garis tengah antara 20 cemirsampai dengan 30 centimeter.

Pasal 52
Daya lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4da&@awatt sampai dengan
100 watt.
Bagian Kedua

Penempatan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas

Pasal 53

(1) Alat pemberi isyarat lalulintas pada persimpangiitempatkan pada sisi Kiri
jalur lalulintas menghadap arah lalulintas dan tddpdang pada sisi kanan atau
diatas jalur lalulintas.

(2) Alat pemberi isyarat lalulintas tempat penyeberangejalan kaki ditempatkan
pada sisi kiri/dan atau kanan jalur lalulintas nfedap kearah pejalan kaki yang
dilengkapi dengan permintaan untuk menyeberang.

Pasal 54

(1) Alat pemberi isyarat lalulintas yang ditempatkamlggersimpangan  di sisi
jalur lalulintas, tinggi lampu bagian yang palingwah sekurang-kurangnya 2
meter.

(2) Apabila alat pemberi isyarat lalulintas ditempatkadiatas permukaan jalan,
tinggi lampu bagian paling bawah jalan sekurangskgnya 5,50 meter
dari permukaan jalan.

(3) Ketinggian pada lokasi penempatan sebagaimana dudgkada ayat(1)dan ayat
(2) harus mempertimbangkan :

a. Kondisi jalan dan lingkungan ;

b. Kondisi lalulintas ;
c. Aspek keselamatan, keamanan dan kelancaran lalsilint

Pasal 55

Penempatan alat pemberi isyarat lalulintas sebagandimaksud pada Pasal 42
Peraturan Daerah ini harus memperhatikan kepadidanresiko kecelakaan yang
akan terjadi pada ruas jalan.

BAB VI

KEKUATAN HUKUM MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS
DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 56

(1) Pengaturan lalulintas yang bersifat perintah dau darangan sebagai hasil
manajemen lalulintas, dinyatakan dengan rambuitéhd marka jalan dan alat
pemberi isyarat lalulintas yang bersifat perintah dtau larangan untuk pertama
kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan méapdagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan letakapdahan dan penghapusan
rambu lalulintas, marka jalan dan alat pemberirelydalulintas sebagaimana
diatur pada ayat (1) diatur dengan surat KeputWgalikota.

Pasal 57

(1) Rambu lalulintas, marka jalan dan alat pemberiraytalulintas sebagaimana
dimaksud pada Peraturan Daerah ini mempunyai kakuaukum setelah 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.

(2) Tanggal pemasangan rambu lalulintas, marka jalan tdaggal penyelesaian
pemasangan alat pemberi isyarat lalulintas sebag@ndimaksud dalam ayat
(1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh nsstgang berwenang
menyelenggarakan rambu.

Pasal 58



(1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dodhkialam Pasal
57 ayat (1), digunakan untuk memberikan informasigp  pemakai jalan.

(2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada (dyatilakukan melalui
media massa, cetak atau media massa elektronik, m@media lain yang
dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 59

Pencabutan rambu, penghapusan marka jalan danbpeacaalat pemberi isyarat
lalulintas harus di informasikan kepada pemakanaebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1).

Pasal 60
Walikota memberikan kewenangan kepada Kepala Ditgalubungan dan instansi
terkait untuk menyelenggarakan rambu, marka jalan dlat pemberi isyarat
lalulintas.

Pasal 61
Dalam keadaan tertentu aparat keamanan dapat reatakndakan :
a. Memberhentikan arus lalulintas dan atau pemakain jedrtentu ;
Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus ;
Mempercepat arus lalulintas ;
Memperlambat arus lalulintas ;

® a0 o

Mengubah arus lalulintas.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Pelanggaran marka jalan, rambu lalulintas dan @datberi isyarat lalulintas dapat
dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuahgiat/ndang-undang Nomor 14
Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan &tadak pidana dapat pula
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPN8i) lingkungan
Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetagsaaisdengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gyad#lah :

a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliterkegan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidarigbRsi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkaetis ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mmgigerang pribadi
atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yatakuldan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orangagriatau badan
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidanust daerah ;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokum&orden lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retridbaesiah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barakity pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakpdayitaan terhadap
barang bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanags penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang ggailkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlgngsun memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sgbaga dimaksud pada
huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindaaicetribusi daerah ;

I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya daueritisa sebagai
tersangka atau saksi ;
j.  Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancap@myidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum ydagat dipertanggung
jawabkan.



@)

(1)

(2)

@)

(4)
(5)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mdéagkan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kegeedaintut umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangarbgaliagu.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 64

Setiap orang dilarang :

a. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat mengukighneerusak atau
menghapus marka jalan, rambu lalulintas dan alatpee isyarat lalulintas;

b. Menempelkan sesuatu atau memasang sesuatu yan@mnagyarti yang
tidak jelas;

c. Melakukan sesuatu perbuatan yang dapat berakibhatsaleatau membuat
tidak berfungsinya fasilitas pendukung.

Penyelenggara wajib :
a. Menjamin agar marka jalan berfungsi sebagaimarmtagikan ;

b. Menjaga dan memelihara kondisi rambu, agar dapéirgsi sebagaimana
ditetapkan ;

c. Menjaga dan memelihara kondisi alat pemberi isylatalintas, agar dapat
berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam PeraturaraDai.

Penyelenggara wajib :

a. Menghapus marka jalan yang tidak berfungsi lagi;

b. Mencabut rambu yang tidak berfungsi lagi.

Dinas Perhubungan wajib menjaga dan memelihara angakan,
lalulintas dan alat pemberi isyarat lalulintas sesiengan fungsinya.
Dalam hal tertangkap tangan, Dinas Perhubunganimgtansi terkait dapat
melakukan tindakan terhadap pelanggar.

rambu

Pasal 65

Untuk kegiatan pembangunan yang mengakibatkan rasakt hilangnya marka
jalan,rambu lalulintas dan alat pemberi isyaraulialas, badan hukum yang

bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut

waghinta ijin kepada Dinas

Perhubungan, serta wajib membuat atau menggantidemarka jalan, rambu yang

hilang / rusak dan alat pemberi isyarat lalulintasg rusak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semetentkan yang mengatur
tentang Pengaturan Marka Jalan, Rambu Lalu Lints Alat Pemberi Isyarat
LaluLintas yang bertentangan dengan Peraturan Dasrdinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerghditetapkan lebih lanjut oleh
Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya sesngan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Pasal 68
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggahdangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelegngan Peraturan Daerah
ini, dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahBai-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

WALIKOTA BAU-BAU,
ttd

MZ. AMIRUL TAMIM



Diundangkan di Bau-Bau
padatanggal, 1 Mei 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAU-BAU,

L.M.ARSYAD HIBALI
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